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ABSTRAK  

 Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang 

dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu 

mempertahankan diri. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan 

ketidak seimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Didalam bermasyarakat kita 

melihat bahwa masih adanya kasus Bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. 

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan 

Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). 

 Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penegak hukum yang 

bertugas dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak 

melakukan perlindungan hukum terhadap korban yang kena bullying, mereka 

menganggap bahwa kasus kekerasan fisik dan non fisik (bullying) masalah yang 

wajar terjadi terhadap anak dan tidak berdampak besar terhadap anak. Adapun 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum 

terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bulliying) 

berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak (studi kasus di UPT P2TP2A provinsi riau), dan apa faktor tidak berjalannya 

pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi 

kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau). 

 Metode dalam pengambilan data adalah Observasi, Wawancara, 

Dokumentasi, Dan Studi Pustaka. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 3 orang yaitu Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, 

Seksi Pengaduan Dan Penanganan.  

 Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT 

P2TP2A Provinsi Riau) masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan, sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih 

kurang dalam melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan 

perlindungan dan tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A 

Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-

sekolah mengenai dampak dari bulliying. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

antara lain : faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas.  



 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca 

yang cinta akan ilmu pengetahuan. 

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan 

Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi 

Riau)”  

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka 

dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 

dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 

penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Bapak Drs. Jabir Umar dan Ibu 

Farida Khusnul Khotimah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk 

penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Untuk Keluarga Tercinta, Bapak Drs. Jabir Umar dan Ibuk Farida Khusnul 

Khotimah, Istriku tersayang Zakiah, S.H, Anakku tersayang yang selalu 

menjadi penyemangatku  Muhammad El-Qahtan, dan buat Adik-adikku Intan 

Nur laili, Muhammad Abdul hafidz dan Muhammad Abdul Rafi. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag ., selaku rektor UIN 

Suska Riau beserta stafnya. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan 

Hukum. 



 

iii 
 

4. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar. M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku 

Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. 

Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN 

Suska Riau. 

5. Bapak Firdaus,SH. MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus 

selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi 

selesainya skripsi ini. 

6. Bapak Abu Samah, MH selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa 

dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang 

sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan 

berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini. 

9. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal 

shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

                                                          Pekanbaru,  Desember 2019 

                                                                      Penulis,  

 

 

FAJRUL UMAR HIDAYAT 

NIM. 11427106198 



 

iv 
 

DAFTAR ISI 

 
 

PERSETUJUAN 

PENGESAHAN PEMBIMBING 

PENGESAHAN SKRIPSI 

ABSTRAK .................................................................................................  i  

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................   iv 

DAFTAR TABEL......................................................................................  vi 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................  1  

A. Latar Belakang  .........................................................................  1 

B. Batasan Masalah  .......................................................................  7 

C. Rumusan Masalah  ....................................................................  8 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ................................................  8 

E. Metode Penelitian ......................................................................  9 

 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .......................  17 

A. Profil UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)  Provinsi Riau  17 

B. Visi ............................................................................................  19 

C. Misi ...........................................................................................  19 

D. Kebijakan Mutu .........................................................................  20 

E. Dasar Hukum ............................................................................  20 

F. Kerangka Pikir Mewujudkan UPT P2TP2A Sebagai Sarana 

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  24 

G. Kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah 

melakukan berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas 

kegiatan dari pemerintah daerah………………………………….     26 

H. Bentuk-bentuk kegiatan UPT P2TP2A Provinsi Riau…………… 28 

I. Struktur Organisasi UPT P2TP2A……………………………  29  

 



 

v 
 

BAB III KERANGKA TEORI ................................................................  30  

1. Perlindungan Hukum ................................................................  30 

2. Teori Perlindungan Hukum .......................................................  31 

3. Kebijakan Perlindungan Anak ..................................................  32 

4. Pengertian Perlindungan Anak ..................................................  34 

5. Hak-hak Anak…………………………………………………  37 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .........................  41 

A. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan 

Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  .  41 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap 

Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik 

(Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ...................................  46 

 

BAB V PENUTUP .....................................................................................  51 

A. Kesimpulan ...............................................................................  51 

B. Saran ..........................................................................................  52 

 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………  53 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan 

kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan 

subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi 

bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, 

yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil 

pembangunan bangsa.
1
 

 Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasilais, serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki 

banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. 

Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin 

dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik 

hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) 

bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2
 

 Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa 

                                                             
1
 Arif Gosita, ,Masalah Perlindungan Anak,Akademika, (Jakarta: Pressindo, 1985), h.123. 

2
 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.27. 
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pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian 

sempit).
3
 

Secara Bahasa bullying diilhami dari kata bull (bahasa inggris) yang 

berarti “banteng” yang suka menanduk. Sedangkan Pihak pelaku bullying biasa 

disebut bully. Sedangkan Menurut istilah Bullying adalah sebuah situasi dimana 

terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh 

seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam 

ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini sang korban bullying 

tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik 

dan atau mental. Yang perlu dan sangat penting kita perhatikan adalah bukan 

sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak-dampak tindakan tersebut bagi si 

korban. Misal seorang siswa mendorong bangku temannya dengan kasar. Bila 

yang didorong merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan 

dengan berulang-ulang, maka perilaku bullying telah terjadi. Bila siswa yang 

didorong tak merasa takut atau terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat 

dikatakan bullying.
4
  

 Defenisi bullying sendiri, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak 

adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan 

seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan 

diri.
5
 Dapat dikatakan pula pada bullying adalah tindakan yang dilakukan 

                                                             
3 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali 

Pers, 2016),h.7. 
4
 Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan 

Lingkungan Sekitar Anak, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), h.2.  
5 Fitria Chakrawati, Bullying siapa takut?, (Solo: Tiga Ananda, 2015) Cet.1, h.11. 
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seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga 

menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidak-tidaknya tidak bahagia.  

Menurut Ken Rigby,, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang 

lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih 

kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.
6
 

Bullying dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau misconduct behavior 

dengan menyalahgunakan kekuatannya kepada korban yang lemah, secara 

individu ataupun kelompok, dan biasanya terjadi berulang kali. Bullying 

dikatakan sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak), karena perilaku 

tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga 

hukum. Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bullying 

adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang 

lebih kuat terhadap orang yang lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakuti, 

atau membuat korbannya tidak bahagia.  

Bentuk-bentuk Bullying, bullying merupakan perilaku yang disengaja untuk 

menyakiti atau melukai korbannya baik secara jasmani dan rohani. Bentuk-bentuk 

bullying dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:  

a. Bullying Fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak 

kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, 

menghukum dengan berlari keliling lapangan dan menghukum dengan 

cara push up. 

                                                             
6
Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak, 

(Jakarta: UI Press, 2008), h.3. 
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b. Bullying verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, 

seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan 

umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah dan menolak. 

c. Bullying Mental/Psikologis, merupakan jenis Bullying yang paling 

berbahaya karena tidak tertangkap mata. Parktik ini terjadi secara 

diam-diam dan di luar pemantauan si korban. Contohnya adalah: 

memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di 

depan umum, mendiamkan, mengucilkan, mem-permalukan, meneror 

lewat pesan sms, memandang yang merendahkan, me-melototi, dan 

mencibir.
7
 

Sementara itu, menurut Baumann tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut : 

a. Overt Bullying atau intimidasi terbuka yang meliputi bullying secara 

fisik dan verbal, misalnya dengan mendorong sampai jatuh, 

mendorong dengan kasar, mengancam dan mengejek dengan tujuan 

untuk menyakiti.  

b. Indirect Bullying atau intimidasi tidak langsung yang meliputi agresi 

relasional, dimana pelaku bermaksud untuk menghancurkan hubungan yang 

dimiliki oleh korban dengan orang lain, termasuk upaya pengucilan, 

menyebarkan gosip dan meminta pujian atas perbuatan tertentu dalam 

kompetensi persahabatan. 

                                                             
7
 Muhammad, Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap 

Korban Kekerasan Di Sekolah (studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas: Jurnal Dinamika 

Hukum vol. 9 No. 3, 2009), h.232 
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c. Cyberbullying atau intimidasi dunia maya. Cyberbullying melibatkan 

penggunaan e-mail, telepon atau peger sms, website pribadi, atau media 

sosial untuk menghancurkan reputasi seseorang.
8
 

Sebagaimana Negara Hukum Indonesia telah mengatur Bully dalam Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :  

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan 

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 

pihak lain. 

2.  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

masyarakat. 

 

Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak pendidik dan tenaga kependidikan bertugas dalam melakukan 

perlindungan terhadap anak yang kena bully. Namun kenyataannya kasus Bully 

masih terjadi disekolah – sekolah yang dilakukan siswa/siswi disekolah. 

Sebagaimana menurut Coloroso, Bullying ini merupakan aktivitas sadar, 

disengaja, dan keji yang dimaksudkan untuk melukai, menanamkan ketakutan 

melalui ancaman agreasi lebih lanjut, dan menciptakan teror. Apakah penindasan 

ini direncanakan lebih dulu atau terjadi tiba-tiba saja, nyata atau tersembunyi, 

                                                             
8
 Fitrian Saifullah, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada Siswa-Siswi 

Smp,(SMP Negeri 16 Samarinda: Ejurnal psikologi, 2016), h.205. 
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dihadapan anda atau dibelakang punggung anda, mudah di identifikasi atau 

terselubung dibalik pertemanan yang tampak, dilakukan oleh seorang anak atau 

sekelompok anak.  

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh 

siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus bullying 

yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak, selain itu haknya juga dijelaskan dalam Pasal 

59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 

gangguan kesehatan lainnya. 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan; 

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasaldari Keluarga 

tidak mampu. 

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 

peradilan. 

Namun kenyataannya masih banyak ditemukan masalah-masalah dalam 

penegakan hukum trhadapperindungan anak dari bulliying diantaranya : 

1. Masih krang cepat dalam pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, 

psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 

lainnya. 
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2. Tidak adanya pendampngan psikososial. 

3. Kurangnya bantuan sosial bagi anak yang beasal dari keluarga tidak 

mampu. 

4. Tidak ada pemberian perlindungan dan pendampingan. 

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan 

Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A 

Provinsi Riau)” 

B. Batasan Masalah  

 Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya 

ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar 

masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak 

menyimpang dari masalah yang diteliti. Selain itu juga menghemat biaya, tenaga, 

waktu dan pemikiran. Maka penulis perlu membatasi permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada 

permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan 

Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:  

1. Bagaimana Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan 

Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT 

P2TP2A Provinsi Riau)? 

2. Apa Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi 

Riau)? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak 

Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 

54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). 

b. Untuk mengetahui Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi 

Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau). 

 

 



9 
 

 
 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Bidang akademis, untuk memperluas dan menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari 

kekerasan fisik dan non fisik (bulliying), menambah dan 

memperkaya bahan kajian pustaka, dan sebagai bahan pemenuhan 

bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama faktor 

tidak berjalannya perlindungan hukum terhadap anak dari 

kekerasan fisik dan non fisik (bulliying). 

b.  Bagi Pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat 

memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non 

fisik (bulliying). 

c. Bagi penulis, Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu 

Hukum Strata Satu Uin Suska Riau. Memberikan pengetahuan 

lebih dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan 

penulis. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

Jenis penelitian ini berdasarkan beberapa uraian singkat yang penulis 

paparkan maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung 
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kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan sekunder 

yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan 

data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.
9
 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan 

data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan 

mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti. Berusaha memberikan dengan 

sistematis dan cemat fakta-fakta actual dengan sifat populasi tertentu, 

bertujuan memecahkan masalah-masalah actual yang dihadapi sekarang, dan 

mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.
10

 

 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan  Perempuan Dan Anak Propinsi Riau. Adapun alasan 

penulis adalah karena masih banyaknya kasus bullying pada anak yang tidak  

mendapatkan perlindungan sebagai warga negara. Sehingga memudahkan 

penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan 

                                                             
9
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 

2003),h.133. 
10

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2009),Cet.I,h.57. 
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sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek 

penelitian dalam menemukan penelitian.
11

  

Populasi yang penulis jadikan dalam penelitian yaitu Ketua Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan 

Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan Penanganan. 

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penelitian 

ini ialah sebanyak 3 orang, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No. Nama  Populasi  Sampel  

1. Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 

1 1 

2. Seksi Penanganan Dan Pemulihan 1 1 

3. Seksi Pengaduan Dan Penanganan 1 1 

 Jumlah  3 3 

 

4. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa di 

dapatkan atau tempat dimana di temukannya sebuah data yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Sumber data terbagi dua (2) yaitu: 

 

 

                                                             
11

Bambang Wahluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik, 

2002),h.43. 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

objeknya secara langsung. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah 

data yang diperoleh langsung dari responden/informan yang diteliti dengan 

melakukan observasi, kuesioner, dokumentasi dan wawancara yang 

berkenaan dengan yang diteliti. Data primer didapat dari, Ketua Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, Seksi Pengaduan Dan 

Penanganan. 

  b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-

buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah 

yang diteliti.
12

 Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari 

hasil penelitian studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, buku-buku atau literature, dan karya-karya ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini 

dilakukan di perpustakaan Fakultas Syrai’ah dan Hukum Uin Suska Riau 

dan perpustakaan pusat Uin Suska Riau. 

c. Data Tersier 

   Data yang diperoleh dari kamus-kamus yang relevan serta dari 

ensklopedia yang mendukung penulisan. 

 

                                                             
12

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persida,2004),h.30. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian ditentukan jenis 

penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan: 

a. Observasi (Pengamatan) 

Merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung pada objek kajian. Dengan maksud untuk 

meyakinkan kebenaran data yang diperoleh. Sehingga penulis dapat 

mempelajari gejala-gejala sekitarnya, serta melihat kenyataan-kenyataan 

yang ada di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian 

dimana pertanyaaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara 

dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai keperluan penelitian, 

yaitu dengan Ketua Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Seksi Penanganan Dan Pemulihan, 

Seksi Pengaduan Dan Penanganan.. 

   c.  Dokumentasi 

Merupakan salah metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi penelitian sosial yang digunakan untuk menelusuri data 

historis. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 

harian, cedera mata, laporan dan sebagainya.
13

 Atau penelitian yang 

dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan-bahan hukum 

                                                             
13

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2011),Cet.5,h.124-125. 
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yang diteliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.
14

 

          d. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, surta kabar, 

ejournal atau karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis 

juga mengambil data-data yang bersumber studi pustaka yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisa Data 

Pada dasarnya analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan 

tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh 

karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika 

dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam 

proses penganalisasian. Hal tersebut merupakan ciri khas dari penelitian 

kualitatif bahwa realita dan data sebagai fakta di lapangan tidaklah stagnan, 

akan tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan. 

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini dengan 

menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data yang di analisa dalam bentuk 

paparan atau deskripsi kata-kata yang jelas, kemudian data tersebut di 

interpretasikan secara rinci yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan 

                                                             
14

Amiruddin dan Zainal Asikin.,Op.Cit.,h.68. 
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untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci 

serta terarah. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, 

penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap 

bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan 

menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini 

sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan 

Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian yaitu Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang 

relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal 

ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan dan sumber 

data lainnya. 
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BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang : Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A 

Provinsi Riau), Faktor Tidak Berjalannya Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A 

Provinsi Riau). 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Profil UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)  Provinsi Riau. 

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(HAM), pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta 

norma sosial (budaya dan peradaban) manusia. Karena itu tidak ada tindak 

kekerasan apalagi telah  mencederai fisik, melukai perasaan atau 

menelantarkan hidup orang dapat dibenarkan dalam peradaban manusia. 

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada 

tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 

 Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan 

penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan 

korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk 

memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan 

penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang 

sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan 

menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar sampai pada sasaran.  

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban 

kekerasan telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pusat kegiatan Terpadu yang 
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menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di 

Kota Pekanbaru. Pembantukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau berdasarkan 

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau.  

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempauan dan Anak Provinsi Riau di bawah koordinasi 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana 

yang kegiatannya meliputi :  

1. Penanganan pengaduan  

2. Pelayanan kesehatan  

3. Rehabilitasi sosial   

4. Penegakan dan bantuan hukum   

5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi social   

6. Rumah Aman ( shelter) melalui rujukan secara gratis. 

 Yang berpedoman pada peraturan perundangan dan  Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan, dan sudah disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, sebagai tindak lanjut 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.    

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak, yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau yang merupakan pusat 
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pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai 

bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis 

diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk 

oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat 

konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, 

pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan 

trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), 

pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), 

rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. 

Pembentukan UPT P2TP2A ini juga di atur di dalam Surat dari Deputy 

Menteri bidan peran serta masyarakat Kantor Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor :B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal 

Kajian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak Provinsi 

Riau. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan 

dan anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota 

Pekanbaru No. 231 tahun 2013. 

B. VISI  

Mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak 

dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 

C. MISI  

a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus 

kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.  
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b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, 

advokasi, serta informasi terhadap perempuan dan anak yang 

mengalami tindakan kekerasan. 

c. Membangun P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan 

anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

D. Kebijakan Mutu  

a. Memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan korban 

kekekrasan yang prima melalui penerapan system manejemen mutu 

ISO 9001:2025 secara konsisten dan efektif. 

b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan persyaratan 

yang relevan dengan konteks organisasi. 

c. Menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten serta 

infrastruktur yang memadai untuk memberikan pelayanan prima 

perlindungan perempuan dan korban kekerasan.  

d. Melakukan peninjauan ulang secra berkala system manejemen 

mutu untuk peningkatan berkelanjutan serta dikomunikasikan 

kepada pihak berkepentingan.  

E. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4419). 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4635).  

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720).  

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).  
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).  

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737).  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4818).  

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kererasan. BAB 

1, Pasal 1, Ayat 13 : Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah 

suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu 

bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat 

berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu 

(PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan 

Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 

BP4 dan lembaga lembaga lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan 

Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women 

Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga 

sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis 

center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-

masing daerah.  
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15. Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan tanggal 27 Maret 2004 Nomor 

:B 362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal Kajian P2TP2A. 

F. Kerangka Pikir Mewujudkan UPT P2TP2A Sebagai Sarana 

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

1. Rencana strategis (Renstra) Kementrian Negara Pemberdayaaan 

Perempuan Tahun 2007-2009 disusun berdasarkan isu-isu strategis 

tentang BPFA (12 kritis area bagi perempuan) dan Program 

Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang Berkembang 

didaerah. Isu-isu strategis tersebut diformulasikan dalam bentuk 

program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan 

perlinduungan anak di daerah.  

2. Salah satu pelaksanan program dan kekgiatan tersebut dilakukan di 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan 

Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) dalam bentuk pemberian 

pelayanan-pelayanan seperti meberikan data dan informasi, pusat 

rujukan, konseling, perllindungan hukum dan sebagainya.  

3. Jenis-jenis pelayanan, seperti penyedian data dan informasi, 

kegiatan pelayanan (Konseling, terapi psikologis dan medis, 

pendidikan, Pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan 

dan pengembangan jejaring yang diberikan kepada masyarakat 

kususnya perempuan dan anak merupakan keterpaduan program 
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dan kegiatan dari berbagai instansi terkaitan dan 

lembaga/organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak.  

4. Efektivitas pelayanan sangat ditentukan oleh keberadaan 

kelompok-kelomppok masyarakat dengan berbagai fokus kegiatan 

disertai adanya kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini 

telah melakuakan berbagai kegiatan namun belum memperoleh 

fasilitas kegiatan dari pemerintah daerah.  

5. Pelayanan-pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasi 

Prosedur (SOP) dan standar Pelayana Minimal (SPM).  

6. Keterpaduan harus didasari dengan komitmen bersama antar 

Jaringan kerja melalui MOU antar Lembaga Masyarakat termasuk 

LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah secara berjejang yang 

umumnya telah mempunyai kelomppok sasaran atau binaan namun 

memerlukan peningkatan skala kegiatan.  

7. Dengan adanya progam kegitan terpadu SOP dan SPM yang 

ditunjukan dalam jenis-jenis pelayanan kepada perempuan dan 

anak, serta akan memperoleh hasil yang terukur. 
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G. kader-kader di tingkat lapangan yang selama ini telah melakukan 

berbagai kegiatan namun belum memperoleh fasilitas kegiatan dari 

pemerintah daerah.  

1. Ruang Lingkup  

a. Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan 

masalah sosial dan lingkungan hidup lainnya.  

b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk 

diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan 

perdagangan orang.  

c. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). 

d. Peningkat partisipasi lembaga masyarakat. 

e. Peningkatan kapasitas pengelola. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas Pokok  

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan sarana 

pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang di 

bentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 

memilki struktur organisasi sesuai dengan prioritas 
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kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk 

ditangani sesuai kebutuhan daerah.  

b. Fungsi  

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Tepadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi 

memfasilitasi penyedian berbagai pelayanan untuk masyarakat baik 

fisik maupun non fisik, yang melipiti data terpilah menurut jenis 

kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan, 

keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pmberdayaan 

perempuan dan Anak juga dapat menjadi tempat pemberdayaan 

misalnya untuk mengadakan pelatiha-pelatihan para kader yang 

memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah 

perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, 

politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari 

bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan 

perdagangan orang).  

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan Dan Anak dapat bekerja bersama dan 

ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan 

perlindungan bagi perempuan dan anak. 
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H. Bentuk-Bentuk Kegiatan UPT P2TP2A Provinsi Riau 

a) Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan dan upaya pencegahan.  

b) Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja 

dengan instansi terkait. 

c) Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan 

kepolisian, kejaksaaan dan kehakiman.  

d) Memberikan layanan konsultasi psikolagi Memberikan layanan 

rumah aman bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan 

Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana.  

e) Melakukan home visit untuk mengetahui kondisi korban.  

f) Melakukan pendidikan dan pelatihan.  

g) Melakukan kempanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak 

disetiap kecamatan dan menggunakan media leaflet. 
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I. Struktur Organisasi UPT P2TP2A 

Tabel 2.1 

Struktur Organisasi UPT P2TP2A 
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BAB III 

KERANGKA TEORI  

 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap 

hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak 

hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 

sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat 

menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum 

sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan 

status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

hukum.
15

 

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan 

berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan 

memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek 

dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan 

terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak 

merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban 

ikut serta membangun negara di masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya 

suatu pembangunan nasional. 

 

 

                                                             
15

 Philipus M.Hadjon,  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,  (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987),h. 38 



31 
 

 
 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah 

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
16

 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.
17

 

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
18

 Perlindungan hukum merupakan gambaran dari 

                                                             
16 Muchsin. Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004),h. 3 
17

 Ibid .h. 20 
18  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53 
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bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun 

tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap 

orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan 

hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak 

macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum 

menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada 

saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau 

“perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam 

peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada 

perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak 

asasi korban.
19

  

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif 

tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita 

di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu 

menjamin kepastian dan rasa keadilan. 

3. Kebijakan Perlindungan Anak 

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat 

pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, 

lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

                                                             
19 Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, (Bandung: PT. Eresco, 1995), h. 136 
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Menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (duapuluh 

satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.  

Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak 

menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok 

Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-

laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah. Menurut Hukum 

Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah 

dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hokum Adat 

seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan 

berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orangtua. Hukum Adat 

menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi 

ukuran yang dipakai adalah, dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang 

disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.  

Hukum islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum 

bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang 

dipakai adalah, dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam 

kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri. Hukum Islam 

menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baligh. Batas 

umur seseorang belum atau sudah dewasa (minderjarig), apabila ia belum 

berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah 

memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (geslachtssrijp) tetapi tidak boleh 

kurang dari 9 (Sembilan) tahun.  
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Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi, penerapannya dikaitkan dengan 

berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. 

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan 

yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang 

merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan 

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan 

dengan kondisi dan perlindungan anak.  

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pengertian Anak Nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak 

mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban 

Pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan 

anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan 

sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen 

seperti moral dan keadaanpsikologis dan ketajaman pikiran anak dalam 

menentukan pertangungjawabannya atas kenakaln yang diperbuatnya.
20

 

4. Pengertian Perlindungan Anak 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, 

dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

                                                             
20

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.31-33. 
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masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan 

generasi terdahulu.  

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif 

Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 

membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak.  

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, 

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan 

anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang 

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Udaha perlindungan anak 

tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang 

menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berprilaku tak terkendali, 
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sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-

haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
21

 

 Ruang lingkup perlindungan anak ditinjau secara garis besar maka dapat 

disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua pengertian 

ialah :  

a. Perlindungan yang bersifat Yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:  

1) Bidang hukum publik 

2) Bidang hukum keperdataan  

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :  

1) Bidang sosial  

2) Bidang kesehatan  

3) Bidang pendidikan  

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan 

hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam 

arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.  

Bagi Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak 

tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, 

meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat. Didalam seminar perlindungan 

anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua 

perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :  

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang 

maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 

                                                             
21 Ibid, h.33-34 
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mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan 

kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai 

dengan kepentingan hak asasinya. 

2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh 

perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan pemerintahan dan 

swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan 

kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0 - 21 tahun, tidak 

dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan 

kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal 

mungkin.  

Dalam tulisan aspek hukum perlindungan anak, akan terbatas pada bidang 

hukum keperdataan khususnya bidang hukum, mengingat aspek hukum 

perlindungan anak mempunyai jangkawan luas, seperti tersebut dimuka, yaitu 

meliputi juga hukum publik, antara lain : Hukum Pidana, Hukumhukum Acara, 

Hukum Tata Negara.
22

 

5. Hak-Hak Anak  

Menurut the Minium age convention nomor 138 (1973), pengertian tentang 

anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam 

convention on the rights of the child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah 

Indonesia melalui Keppres nomor 39 Tahun 1990 disebutkann bahwa anak adalah 

mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan 

anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-

                                                             
22

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1990), h.13-14 
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undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa 

anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan 

undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Jika dicermati, 

secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 

sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta 

pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental 

seseorang yang umunya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.  

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB 

pada tanggal 20 November 1959, dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua 

pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat 

mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk 

memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, 

yaitu :  

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini 

tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.  

2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan 

kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga 

mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial 

dalam cara yang sehat dan normal. 

3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. 

4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. 
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5. Setiap anak baik secara fisisk, menta, dan sosial mengalami kecacatan harus 

diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan 

kondisinya. 

6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang 

memerlukan kasih saying dan pengertian. 

7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar 

wajib belajar. 

8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan 

yang pertama  

9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketrlantaran, tindakan 

kekerasan, dan eksploitasi. 

10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan 

rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
23

 

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana 

tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 UU tersebut menentukan :  

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha 

kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan 

anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak “. 

                                                             
23

 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 31-
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 Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap generasi penerus 

suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha 

perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak 

bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan maslah-masalah perilaku anak 

yang dalam kadar tertentu terbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-

perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu 

membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk prilaku 

menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar 

belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut 

dalam masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di teliti tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying) 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik 

(Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau) 

masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, 

sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam 

melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan 

tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau 

masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah 

mengenai dampak dari bulliying.  

2. Faktor tidak berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak antara lain :  

a. Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor tidak 

berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak karena masih banyak penegak hukum yang tidak 
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menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam kekerasan fisik 

dan non fisik bulliying terhadap anak. 

b.  Faktor Sarana Atau Fasilitas.  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 

fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak 

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya 

B. Saran  

 Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut :  

1. kepada pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan Penegakan 

Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik 

(Bulliying) supaya lebih memperhatikan lagi tentang perlindungan anak dari 

Bulliying, agar perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying) 

terpenuhi dan supaya anak dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan sebagai mestinya.  

2. kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi hukum khusus mengenai 

Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non 

Fisik (Bulliying) dan pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum 

itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai 

sanksi terhadap pelaku Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bulliying). 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Menurut bapak bagaimana perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non 

fisik berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak?  

2. Menurut bapak bagaimana tanggapan masyarakat atau pemerintah tentang 

kasus kekerasan fisik dan non fisik (bulliying) ini terhadap anak? 

3. Apakah menurut bapak udah berjalan sesuai dengan undang-undang?  

4. Dalam pasal 54 ayat satu (1) menyatakan bahwa anak didalam dan 

dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak 

kekerasan fisik, psikis, kejahtan seksual, dan kejahatan lainnya yang 

dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 

pihak lain, jadi bagaimana menurut bapak?  

5. Dalam pasal 54 ayat 2 mengatakan bahwa perlindungan itu dilakukan oleh 

tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat, menurut bapak 

apakah perlindungan itu sudah dilaksanakan oleh tenaga kependidikan, aparat 

pemerintah, dan atau masyarakat? 

6. Bagaimana tanggapan bapak sebagai bagian dari pemerintahan terhadap 

korban bulliying? 

7. Menurut bapak apa saja faktor yang menghambat perlindungan bullying ini 

terhadap anak ?  



 

8. Menurut bapak apa yang menjadi alasan terjadinya kekerasan fisik dan non 

fisik (buliying) terhadap anak? 

9. Menurut bapak tanggung jawab apa saja yang sudah dilakukan pemeritah 

terhadap korban kasus bulliyng? 

10. Menurut bapak apakah hak korban bulliying sudah diberikan sesuaidengan 

peraturan undang-undang yang mengaturnya? 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 



 



 



 

 


